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Abstract

Juridical control in order to realizirrg constilutional gorerhmehtal system, Juridical
control by cohslitution court is juridical control form to prolecling indonesia people
eokstitutional right,jutidical conttol to good democracy prccess (president and vice-
president electioh, legislative election) also local election, juridical contrcl aboul
state organ dispute, and Juridical control of president and vice presidenl of
impeachment process. Juridical control functiok by cohstitution courl gtves
opportunity lor cohstitulional govenmenld I system based on constitution. Juridical
control by Juslice Cont about judicial reviev in this case Juslice Courl as lhe
legitb&te inlerpreter ofthe ldw andjuslice, and administr.tlioh coultjuridical conlrcl
isjuridical co lrol institution thal has authority to evaluates administration decision
oppose against regulation and general basiss ofgood, clean, strong government

Keword: Juridical Control, Court, Govermental Syslem

I. PENDAII ULUAN undangan yang benentangan secara vertikal
dan tidak harmonis secara horizontal, sclain

Sabda batu produksi pemikiran Lord itu dalam penyelenggaraan pemerintahan
Acton "power tends lo coftupt and sangat banyak keputusan tata usaha negara
absolute pot,er corrupt absolutely yang berteltangan dengan peraturan
(kekuasaan itu cenderung korup dan perundang-undangan dan asas-asas umum
kekuasaan yang absolut akan korup secara pemerintahanyangbaik.
absolut pula). Hal ini lerbukti dengan Pada masa Dcm€rintahan Presiden
keberadaan penyelenggara negan yang Soekamo (1945-1967) maupun Presiden
banyak melakukan penyalahgunaan Soeharto (1967-1998), Indonesia telah
kewenangan, perbuatal melawan hukum, terjebak sebagai negara kekuasaan
termasuk dalam pembuatan peraturan (machtsstaat) daripada negara hukum
perundang-undangan dan keputusan tata techtsstaaq, ilterprgtasi konsitusi sesuai
usaha negara yang bertentangal dengan dengan selera pribadi/ golongan sehingga
p€mtuaryanglebihtinggisekaligramerugikan legitimasi kekuasaan semakin kuat dan
nasyarakat. Sehingga wajar, kalo kemudian melernaht<an sendi-sendi pengawasan yyidis
lndonesia memperoleh prestasi buruk (kekuasaan yudikatio, babkan kekuasaan
sebagai salah satu negara terkorup dengan Prcsiden manpu mencampuri lembaga yang
sistem penegakan hukum yang dipenuhi berwenang melakukan pengawasan luridis
doganmafiaperadilan, sisknbirokrasi yang (Kekuasaan Kehakiman). Orde baru yang
lekatdengan korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu mempertahankan kekuasaannya
bahkan secara substansi banyak peratuan hingga 32 tahun telah mempomk porandakau

Pensaw^an vuridis Dalan Ranstu MNujudkan Sistem Penyelenssaraan...(Ianto Laitan) 33



sistem hukum dan pengawasan )uridrs.
Peratu@n perundang-Ndaflgan banyak yang
bersifat multitafsi dan kekuasaan )udikatif
tumbuh sebagai lembaga pengawas yang
menghukum lawanlawanpolitik penguasa,
nnnbuh sebagai lernbaga yang dipenuhi dengan
para mafia peradilarl tumbuh sebagai lembaga
yang memberikan legitimasi tcrhadapjalannya
pemedntahan dengan jarang sekali tidak
berpihak pada kekuasaan.

P€raturan perundang-undangan masa
orde larna maupun orde baru belum menjamin
kemandirian badan pengadilan, sehingga
lembagayudikatifbelum mampu memberikan
perlindungan hukum dan mernbawa keadilan
bagi masyarakat dalam linglq ketatanegaraan
maupun administrasi negara, apalagi agenda
besar mensukseskan penyelcnggaraan
pemerintahan negara yang berdasarkan
konstitusi. Namun, setelah hancurnya sistem
pemer in tahan orde  baru  Suhar to isme.
kekuasaan yudikatif mulai diperbaiki dengan
sistem yang berkeadilan dan demokmtis, hal
ini ditandai dengan adanya amandemen
konstitusi yang merubah stuktur kekuaMaan
kehakiman di Indonesia. Setelah arnendemer.
UUD 1945 struktur kekuasaan pdikatif
mengalar'rl bilurkas i, yang berpuncak pada
MahkamahAgug darl Mahk rnah Konstitusl.

Scmangat re formasi peradilan sebagai
amanattruD 1 945 tedmplementasikan dalam
peraturan pcrundangudangan di bawahny4
yaiu dengan dimdangkarnya Undang-undang
No.24 tahun 2003 tcntang Mahkamah
Konstitusi, Lfu No.4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan U U No.5 Tahun
2004 teotang Mal <amai Agung. reformasi ini
bertujuan tmtuk menjadikan lembaga pendilan
yang lebih independen dan imparsial
(independent and impartial judiciary),
sementara untuk peradilan tata usaha ncgara
yang diselaraskan denganjiwa reformasi maka
diundangkan juga UU No.9 Tahun 2004
tentang perubahan UU No.5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Ncgara. Pasca
amandemen ULID 1945, eksistensi negara
huhrn tertuangjclas.

Implikasinya cksistensi negara hukum
adalah berfi .urgsinya lembaga yudikatif sebagai
tempat mencari kebenaran dan keadilan (/o
eniorce lhe trulh and justice) y^ng
indepehdeht and impartial judiciary). Pasal
24 lruD I 945 Pasca amandemen meugatur
Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
merupakan lembaga yudikatif yang merdeka
dan bertujuatr untuk menyclenggarakan
peradilan guna mencgakkan hukum dan
keadilan.

Pengawasanyuridispasca amandemen
UUD 1945 pun mengalami bilurkasi. yai.u
pengawasan yuridis yang dilakukan oleh
peiadilan tata negara (Mal*amah KonstitusD
dan Mabkamah Agung (judicial review dan
pemdilal tata usaha negaxa sebagai salah satu
peradilan di bawah Mahlamah Agung).
Peiadilan tata negara melakukan pengawasan
,,uridis terhadap penyelenggaman negara yang
dilalc*an oleh lernbaga-lembaga negara yaag
alas ujinya (constitutional review')
berdasarkan pada konstitusi, pengawasan
furrgsi kelembaganegaraan yang
kewenangannya diberikan oleh Konstitusi,
pengawasan terhadap jalannya demokasi di
lndonesia dan pengawasan keputusan politik
Dewan Perwakilan Rakyat mengcnar
ifipeachfient Presiden dan/ atau Wakil
Presiden.

Semgntam Mahkamah Agung juga
mcmpunyai fungsi pengawasan terhadap
produk hukum di bawah undang-undang
terhadap undang-undang yang alas ujinya
adalah wdang-wdang kew enar€]ax. j u dic i a I
review), sedangkan peradilan administrasr
merupakan pengawasan yuridis terhadap
aparatur pemerintahan, yang menguji
keputusan tatausaha negara yang landasan
ujinya berdasarkan wrdang-undang dan asas-
asas unum pemerintahan yang baik.

Peradilan scbagai bentuk pengawasan
,'uridis memiliki tujuan yang sama yaitu
berjalannya roda negara yang konstitusional,
pengawasan yuridis tata negara bertujuan
agar penyelenggaraan negaia sesuai dengan
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koNtitusi, sementara peradilan tata usaha
negara bertujuan dalam rangka menciptakan
sistem pemedntahan yang baik.

Kedua peradilan tersebut memiliki porsl
yang sama dalarn hal menyelesaikan sengketa
anlaxa pemerinta h dengan warga negaranya.
baik dalam kontek-rdicial review marupwr
pengujian keabsahan keputusan tata usaha
negar4 namrm pengawasan yuridis peradilan
tata negam mempunyai fungsi yang lebih
banyak dibandingkan dcngan peradilan
administrasi, sebab peradilan tatanegarajuga
melalokan pengawasan terhadap proses
demokra t isas i .  pengawasan fungs i
kelembaganegaraan yang kewenangaDnya
diberikan oleh Konstihrsi, dan pengawasan
teftadap keputusan politik Dewan Perwakilan
Rakyat.

Pembentukan kedua lembaga tersebut
bertujuan melakukan koltro] secara ],uridis
(udicial kontrcl) terhadap tindakan lembaga
negara maupun aparat pemcrintahan, sehingga
kewenangan pemerintah untr-rk menjalankan
roda kehidupan bemcgara bcrjalan sesuai
dengan ketentuan hukum dan peratura[
penmdang-undangan yang berlaku. Pemdilarr
tata negara merupakan lembaga pengawasan
yuridis yang belum lama terbenhrk, kurang
lebih 8 tahun, sehingga lembaga pengawas
baru ini keberadaaannya masih baik,
pgrmasalahan hanya pada tingkatan
kewenangan yang bersifat sumir dalam hal
impeachment. Sedangkan peradilan
administrasi yang telah lama terbentuk
mengalami berbagai permasalahan, baik
terkait dengan obyek sengketa maupun dalam
hal eksekusi putusan.

Dalam perspcktif pengawasan yuridrs
terdapat permasalahan, y ail:v I P e t7 a m a, baik
pengawasan melalui peradilan tata negara
maupun pengawasan melalui perddilan tata
usaha negara belum mampu mengurangi
kuantitas perkara yang masuk dalam kedua
lembaga tersebut, lebih khusus Mahkamah
Konstitusi saat ini sangat disibukan dalam
perkarapengawasan demokrasi tgrkaitdengan
seogketa Pemilukada; Kedua, pergawwan

yuridis melalui peradilan tata negara belum
memberikan dampak kesadaran konstitusi.
baik lonbaga kepresidenaq lembaga legislati{
maupul aparatur pgnyelenggaraan negan
(semisal KPU), sedangkan pengawasan
hukum melalui pendilan administrasi belum
mampu menciptakan sistem pemerintahan
yang baik.

Berdasarkan uraiar dari latar belakang
masalah di atas dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut: bagaimana pengawasan
yuridis dalam rangka mewujudkan sistem
penyelenggaraan negara yang
konstihrsional. ..?

BAB II PEMBAHASAN

Ci ta  Negara  Hukum:  Leg i l  im as i
Petrgawasan

Dalam konsep negam hukrm, setidalnya
ada dua tradisi besar gagasan negara hukum
didunia, yaitu negara hukum tradisi Eropa
Kontinental yang disebut Rechtstaat dan
negan hukum dalam n:adisi Anglo Saxon yang
disebt Rule of Law. ReLhtstaat lahi dad
perjuangan menentang absolutisme sehingga
bersifat revolusioner dan sebalilarya Rrle o/
Iaw berkembang secara evolusioner,
Rechtstaat bertump'u pada sistcm hukum
C ivi I l"aw ywrglxrkanklexistik administratif
sedangkan konsep Rzle of Law betntmpu
pada sistem Common Law yang
berkarakteristik yudisial (NikmatuI Huda,
2005:9). Adapun ciri-cii Rechtstaat adalahl.
adanya konstitusi yang memuat ketentuan
tefi. is tentang hubungan penguasa dengan
ralryatnya; adalya pembagian kekuasaan
negara; diakui dan dilindunginya hak-hak
rakyat. Sedangkat Rule o.f Law
mengetengalkan ciri-cli y aitu:. su p rc macy of
law, equality before the law conslitution
based of human rigil (Nuldrtoh Arfawie
Kurde,2005: l8-19). Menurut Fredick Julius
Stahl mengemukakan empat unsu. pokok
negara hukum (Nukhtoh Arfawie Kurde,
2005:20):
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l Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak
Asasi Manusia oleh negara;

2. Negara didasarkan pada teo.i pemisahan
dan pembagian kekuasaan dalam negara
untuk menjamin HakAsasi Manusia;

3. Pemsrintahan diselenggamkan benadarkan
peratumn perundang un dargan (wermatige
bestuur)i

4. Adanya peradilan administrasi negam yang
bertugas menangani kasus perbuatan
melanggar hukum olch pemerintah
(onrechtmatige overheidsdaatl,
muncuLnya unsurperadilan adminisrasi
dalam perselisihan pada konsep rechslaal
menunju-kan adanya hubungan historis
antara negara hukum Eropa Kontinental
dengan Romawi.

Dari sejarah kelahiran, perkcmbangan
maupun pelaksanaannya diberbagai negara,
konsep negam hukum sangat dipengaruhi dan
bahkan tidak dapat dipisahkan dari asas
kcdaulatan rakyat, asas demokmsi serta asas
konstitusional, karena hukum yang hendak
ditegakkan yairu hukurn yang bersumber dari
aspirasi ralqyat untuk rakyat, dan dibuat oleh
rakyat melalui wakilnya yang dipilih secara
konstitusional (Mukthi e F adjar, 200,1. : 42)

Dengan demikian elemen penting dan
merupakan syarat mutlak negara hukum
adalah: Asas pengakuan dan perlindungan
Hak Asasi Manusia, Asas legalitas, Asas
pembagian kekuasaan ncgar4 Asas peradilao
bebas dan tidak memihak,Asas kedaulatan
rakyat, Asas demokrasi, dan Asas
konstitusional (Mukthie Fadjar, 2004: 43).

Indones ia  da lam kons t i tus inya
melyebutkan bahwa negara berdasarkan
hokum, tentunya memiliki cita hul-um yang
merupakan suatu gagasan, rasa, karsa, cipta
dan pikiran yang hendak mewujudkan hukum
sebagai aturan tingkah laku masyarakat, Tre
Founding fathers menetapkan Pancasila
sebagai cita hukum (rechtsidee), schingga
terwujud negara Indonesia sebagai ncgara
hukum Pancasilaisme. Sebagai esensi utama
legara hukum adalah keberadaan kekuasaan
kehakiman sebagi salah satu kekuasaan dalarn

susunan ketatanegaiaan Republik Indonesn
yang tercantum dalam UUD 1945, sebab
dalam cita hukum tcntang kekuasaan
kehakiman ada tiga unsur: esensi kckuasaan
kchakiman scbagai kekuasrun negda, mang
lingkup kekuasaan kehakiman, dan sifatnya
yang merdeka terlcpas dari pcngaruh
kckuasaan pemerintah (A.Mukti Arto,
2001:148-  149) .

Menurut pandangan Moehammad
Koe,snoe yang disimpulkan olehA. MukiArto
menyebutkan bahwa kcL-uasaan kehakiman
meliputi duaflrngsi seka.ligusr mempertahankan
hukum dan keadilan melalui proses pemdilan;
dan mewujudkan r€clrlsidee dan hukum dasar
kc dalam taanan hulurn posid l'mclalui flurgsi-
firngsi non peradilan, termasuk disini adalah
peran politis kekuasaan kehakiman untuk
mengkontrol kekuasaan politivpemerintahan
tersebut sesuai d,^n berdasar rechtidee
Pancasila (A.Mukti Arto, 2001 :148- 149).
Sedangkan mcnurut Pandangan IKAHI
(lkatan Hakim Indonesia), k€kuasaan
kehakiman meliputi: (A.Muldi Arto, 2001 | 148-
149).
L Kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna
mcnegakkan hukun dan kcadilan
berdasarkan Pancasila.

2. Kekuasaan untuk menguji apakah produk
perundang-undangan danaktifitaspolitik
pemeriniah telah sesuai atau tidak dengan
rcc hts i dee at^) s I aat i dee Pancasila demr
te$elenggaranya negara hukum Republik
Indonesia, dengan kata lain kekuasaan
kehakiman ialah kekuasan untuk
memproses hukwn- hukurn dasar yang ada
dalam pembukaar UUD 1945 menjadi
kaidah hukum positif yang konkrit
individual.
Kekuasan Kehakiman sebelum

amandemen UL,rD 1945 mcnganut satu cabaog
kekuasaan kohakiman yang berpuncak pada
MahkamahAgug namun setelah arnandemen
UUD 1945 menganut  s is tem b i fu rkas i
(b ifurcat i on slrten) dimana kekuasan
kehakiman terbagi dalam dua cabang yaitu:
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cabang peradilan biasa yang beryuncak pada menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan
Mahkamah Agung dan cabang peradilan durganpenelisihan antampemerintab dengan
konstitusi (peradilan tata negara) yang mkyatnya, dan tujuannya adalahmenegakan
berpuncakpacla Mahkamah Konstitusi seperti hukum agar tercapainya supremasi hukum
tercantum dalam BAB IX Pasal 24 UUD tersebut sehingga dapat diimplementasikan
1945, yainr: dalam ncgara Indonesia, sehingga tcrcipta
l. Kekuasan kehakiman merupakan sistem pemerintahan yang baik.

kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan
menegakkan hukum dan keadilan.

guna PengawasanYuridis

2. Kekuasaan kehakiman dilahrkan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang ada dibawahnya dalam
lingkunganperadilanumum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan pcradjlan tata usaha
negara, dan oleh scbuah Mahkamah
Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman yang merupakan
ciri negara hukum harus memiliki beberapa
prlrrsip, The pnnciple ofiudicial independent
da'r The principle ofjudicial impartiality.
Dalulr The Bangalore Pr inciples ofJudicial
Conduct te:.sebnt tcrcantum enam prinsip
penting yang harus dijadikan pegangan oleh
hakim, meliputi: indepcndensi (i n d e p en d e n ce
princ iple) , ketidakberplhakan (impartia lity
princ iple), ]l].tegrttas (integrity princ iple),
kepantasan dan sopan sant]jx, (propriety
p r inc ip l e), kesetaraan ( equa l ity prin c ip le),
kecakapan dan keseksalnaan (competence
ahd diligence principle) (JirnlyAsshiddiqic, pengawasan merupakan penguj ian apakah
2OO7:530). sesuatu yang berlangsung sesuai rcncana yang

Keberadaan peradilan merupakan salah telah ditentukan dcngan instruksiyang telah
satu pelembagaan ncgara hukum yang digariskan dan bertujuan untuk menunjukan
bertumpu pada konsitusi, Mahkamah atau menentukan kelemahan dan kcsalahan
Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai dengan maksud untuk memperbaiki dan
pemegang pengawasan ,rridis metupakan mencegah berulang kembali. Sedangkan
perwujudan dari teori ncgara hukum untuk Leonard D White mengemukakan bahwa
menyelesaikan kasus-kasus yang teajadi dan pengawasan mcrupakan sarana untuk
tennnyamenjadi kewenangarmya. Sementara menjamin bahwa kel-uasaan yang digunakan
salah satu peradilanyang bemda di Malkftnah untuknrjuan yang diperintal*an dan mcndapat
Agung (Peradilan Tata Usaha Negara atau persetujuan masyarakat; dan melindungi hak
Peradilan Administrasi) mempunyai firngsi asasi rlanusia yang telah dijamin olch undang-
kiusus adalah merupakan tnsurterakhirdari undalg dari penyalahgunaan kekuasaan
sebuah negara hukum, dalam arti bahwa (MctorM Sinrmorang dan JusufJuhir, 1994:
sebagai lembaga peradilan yang bertugas 20-21).
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Menurut Leon Duquit, mengemukakan
bahwa salah satu konsekuensi rcgara hulum
adalah adanya pengawasan hukum atau
kontrol dari segi hukum terhadap pemcrintah
atau penguasa karena melanggar kepentingan
umum. Selain itu, pengawasan yuridis
merupakan pengawasan dalam bentuk represif
yang terbatas pada penilaian dari scgi
hukumnya saja (reclrm a i g h e i d co n I ro I e)
(Hassar Suryono, 2005: 48).

Dalam mcwujudkan penyelenggaraan
negara konstitusional berlandaskan pada
ketentuan peraturan prundang-undangan
adalah adanya mekanisme pelembagaan
pelgawasan dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, yang didalamnya tercakup
pengawasan yrridis oleh kehusaan kehakiman
yang mandiri, jadi lembaga ludikatif bcrtugas
melakukan kontrol tcrhadap pemcrintah dari
segi hukum (Lintong Oloan Siahaan, 2005:21 -
22).

Henry Fayol mengemukakan bahwa



Dalam pandangan Muchsan, bahwa
tindakan pengawasan dipcrlukan unsur-uruur,
yaitu: adanya kewenangan yangjelas yang
dimiliki oleh aparat pengawas; adanya suatu
rencana yang mantap scbagai alat pengujr
terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan
diawasi; dan tindakan pengawasan yang
dilakukan terhadap suatu proses yang sedang
berjalan maupun terhadap has il yants d icapai
dari kegiatan tersebut; tindakan pengawasan
berakhir dengan disusunya evaluasi akhrr
terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta
pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana
sebagai tolak ukumya; untuk sclanjutDya
tindakan pengawasan akan diteruskan dengan
tindak lanjut baik secam adminislratifmauprn
yuridis (Muchsan, 2000:39).

Mcnurut Hans Kclsen berpendapat
pengawasan hukun terhadap pemc ntaholeh
pengadilan tapi t idak perlu menjadi
kewenangan pengadilan biasa, pcngawasan
hukum ini harus diserahkan kepada kepada
pengadilan khusus, fakta bahwa pcngawasan
oleh pengadilan dianggap penting memberi
keterangan yang jelas tcntang kckurangan-
kekurangan dari teori pemisahan kekuasaan,
prinsip pemisahan kekuasaan ini akan tanpak
menghendaki bahwa tidak satupun dari tiga
kekuasaan itu harus diawasi masing-masing
dar i  kcdua kckuasaan la innya.  p r ins ip
pemisahan kekuasaan yang dituntut untuk
membenarkan pcngawasan yang sangat ketat
atas pemerintah oleh pengadilan, suatu
keadaaan yang dicapai dimana organ-organ
administratifharus meruj uk kepada pengadilan
hukum-hukun administratif (Hans Kelsen,
2007: 342). Pengawasan hulrrm merupakan
pengawasan terhadap perbuatan pemeriltah
dari segi lechtmatigheidjadi bukan hanya
wetmatigeheid (Dlana Halim Koenioro,
2002t268).

Pengawasan yrridis ini mcrupakan salah
satu unsur yang efektif untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh
pemerinah kontrolpdisial in yang rnendas:ri
konsepsi eksistensi kekuasaaan kchakiman,
baik Peradilan Tata Negara dan Mahkamah

Agung (Peradilan Tata Usaha Negara) yang
tujuannya mcrupakan pelembagaan koltrol
yudisial terhadap tindakan pemerintahan
(gover ment acl) dan menyelcsaikan
sengkeE kctalanegaman maupun adminisu_asi
antara pemcrintah dan warga ncgara yang
merasa dirugikan oleh adanya peraturan
perundang-undangar.

Pengawasan yuridis olch Mahkarnah
Agung dan Mahkarnah Konstihrsi terhadap
tindakan lcmbaga ncgara adalah hahm rncnilai
dari segi konstitusionalitasnya apakah
peraturan perundaug-undangan yang dibuat
teNebut b€rt€ntentangan pcraturan di atasnya.
Dalam hal ini Mahkamah Konstih$i memiliki
kewenangan lain dalam hal rnengawast
demokmsi, keputusan DPR menyangkut
impcachment, dan lainnya. Pcngawasan y'ruids
oleh peradilan administrasi inerupakan
penilaian tcntang sah atau tidaknya suatu
perbuatan pemerintah yang tertuang dalam
keputusan tata u-saha negara dan menimbulkaa
akibat hulum (sepcni merugikan mdsyarakat
dirnana keputusarmya bqsifat fLnal, kongrit dan
individual). lJakim per adiian adminnistrasr
berwenang menilai dari scgi hukrrmlya dan
mengadakan kontrol/ pengawasan terbatas
terhadap perbuatan pemerintah.

Pengawasan yuridis melalui kekuasaan
kehakiman mcrupakan suatu upaya untuk
melembagakan pcrlindungan hukum bagi
warga negara. perlindungan huk um melalui
peradilar tata ncgara memberikan
pcrlindungan agar warga negara tidak
dirugikan secara konstitusional tcrhadap
produk pcraturan pcmndang-undangal untr]k
mcnegaka l  lons t i tus i  dan demokras i .
Pengawasan yuridis oleh Mahkamah Agung
untuk melindungi warga negam dari kcrugian
atas dikelurrkannya peraruran perundang-
undangan di bawah undang-undang dan
pcndilan adrnini\r$i melindungi warya negara
dari keputusan tata usaha negara yang
merugikan. Schingga dalarn konteks inr
kedudukan yang sama dihadapan hukum
(equality befote the lcw) yang menjadisalah
satu unsur negam hukum terimplementlsikan.
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A. Pengawasan Oleh Peradilan Tata
Negara
Pengawasan yuridis dalam

penyelenggaraan negara dilakukao oleh
pemdilan tata n€gara atau s€cara kelembagaan
difungsikan pada Mahkamah Konstitusr,
sejarah berdirinya lembaga Mahkamah
Konstitusi diawali dengan diadopsinya
ide Mahkamah Konsttt\tsi (Const itutional
Coxrt) dalam amandemen konstitusl
yang dilakukan olch Majelis Permusyawamtan
Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana
dirumuskan dalam ketentuan Pasal24 ayat
(2). Pasal24C Undang-Undang Dasar 1945
hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9
Novembcr 2001. Ide pembentukan MK
merupakan salah satu perkembangan
pemikiran hukum dan kenegaman modem
yang muncul di abad ke-20. ada cmpat asumsi
dasar atas lata.i belakang dan pij akan dalam
pembagian antara MK dengan MA adalah
(Soimin dan Sulardi, 2004: I 96):
l. Didasarkan pada bentuk tata urutan

peraturan perundang- undangan,
berdasarkan konsepsi Hans Kelsen dan
Hans Nawiasky dengan teod stufen theon
nlanplJJl t h e o ry v o m s tufen au b au,sebuah
konstitusi dalam arti materiil temyata
mengandung aturan yang mengatur
pembentukan norma hukum yang beisifat
umum, temasuk undang- undang, Jadi
jelas hakikat norma hukum sebuah
korstitusi tidak sama dengan nofi)a huknn
sebuah undang- undang meskipun
pembgnhrk konstitusi dan pembeltuk
undang-undang merupakan lembaga yang
sarna.

2. Dad ketentuan tersebut diatas, makajelas
perbedaan fungsi- fungsi materi yang
dimiliki oleh sifat pcraturan perundang-
undangan, oleh kar€na itu sifat noma
hukum dalam konstitusi tidak dapat
disamakan dengan nolma dalam aturan
rmdang- undang.

3. Darijenis penanganan kasus perkara yang
dimiliki serta proses beracaranya olgh
kedua lembaga peradilan itu berbeda.

dimana MK sifat beracara dalam p€mdilan
konstitusional berbent]ok vo I unteer dan
putusan bersifat final, sedangkan MA
proscs beracaranya tidak bersifat
volunteer ddn pui)sannya tidak bersifat
final.

4. Dari aspek pcnegakkan hukum
(supremaqt oJ law), maka MK merupakan
pendorong tegaknya Undang-Undang
Dasar Iq45 dalarn proses dcmokralisasi
dan budaya poltik untuk mewujudkan
check and balances syslem dalam
penyelenggaraan negaraj s€rta menglsl
keharnpaan rasa keadilan masyamkat yang
telah lama terpasung oleh otortitarianisme
dan prak tek  penyc lcwengan
penyelenggaraan kekuasaan (abus e of
power), sedangkan l\4ahkamah Agung
sebagai pilar penegak hukum dilingkungan
badan peradilan serta memberi penafsimn
hukum dan nasehat kepada lembaga
negam dalam problematika hLrlrrm dan yan
paling penting adalah pengawasan terludap
lingkungan peradilan dibawah
kckuasaaannya untuk selalu mernbcrj
keadilan pada masyarakat dalam setiap
Perkara.

Menurut I Dewa Gedc Atmadja
dimasulla-oya Mahkamah Konstinui scbagai
bagian dari kekuasaan kehakiman mempakan
penguatan atas U UD yang berfungsi (Soimm
dan Sulardi, 2004: I 95):
1. Fungsi transformasi, menjalankan atau

mcngkorveni kckualaar dalam termhologi
hukum termasuk membentuk lembaga
lembaga negara dan fungsinya sesuar
dengan pandangan politik saat ini;

2. Fungsi Informasi, mengkomunikasikan apa
yang ditransformasikan dengan
mqlggunakan bahasa hukunr;

3. Fungsi Regulasi, menentukan karakter
hul-um konstitusi normatif atau tidak-

4. Fungsi Kanalisasi konstitusi dalam arti
mcmberikan saluran penyelesaian maslah
politik huhlm, disini konstitusi dipandarg
sebagai pollical legal document yang
materi muatannya bercifat maho.
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Fungsi Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi berfi.tngsi unhrk

mengawal fto guard) konstitusi. agar
dilaksanakan dan dihormati baik
penyelcnggara kekuasaan negara maupun
warga negara. Mahkamah Konstitusi juga
sebagai penafsirakhir konslitusi. juga limgsi
dalam hal pclindung /p@t.c/or) konstitusi.
Dalan penjelasan UU M K dikatakan sebagai
bedkut: ".......Salahsatusubstansipcnting
perubahan Undang- undang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah
keberadaan MK sebagai lembaga yang
berfimgsi menangani perkara tertentu dibidang
ketatanegaraan, dalam rangka mcnjaga
konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung
jawab sesuai dengan kehendak.akyat dan cita
cita demokrasi. Keberadaan MK sckaligus
untuk menjaga terselenggamnla pemerintahan
negara yang stabil dan juga merupakan
koreksi terhadap pengalaman kehidupan
ketatancgaraan dima-sa lalu yaug ditimbulkan
tafsir ganda terhadap konstitusi.

Menurut JimlyAsshiddiqie (2005: 105),
"Dalam konteks ketatanegaraan, MK
dlkonmrk sikan sebagai pcngawal konstirusi
yang berfungsi rnencgakkan keadilan
konstitusional ditcngah masyarakat. MK
bertugas mendorong dall menjamin agar
konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh
semua komponen negam secaaa konsisten dan
bertanggung jawab, ditengah kclemahan
sistem konstitusi yang ada MK berperan
sebagai penafsir agar spirit konsritusi selalu
hidup dan mewarnai keberlangsungan
bemegara dan bemasyarakat" Fungsi MK
yaitu sebagai pengawal konstitusi, pcnafsr
konstihrsi juga adalah pcngawal demokrasr
(theguardian and the sole interprcteroflhe
constitulion, as well as guanlian of the
plocess of demo c rat ization). Dalam
fungsinya sebagai pengawal konstitusi MK
dilengkapi dengan kewenangan dan kewaj iban
konstitusionalnyc. Vchkamah Konstitusi
sebagai lembaga negara satu satunya yang
penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar
t945.

Bahkan dalam rangka kewenangarmya ultuk
memutusperselisihan hasil pemilu, Ml< juga
dapat disebut sebagai pcngawal proses
demokatisasi dengan cara menyediakan
sarana danjalan hukum untuk menyelesaikan
perMaan pendapat penyelenggamaan pcrnilu
yang dapat memicu te! adinya konflik politik
dan bahkan konflik sosial ditcngah masyarakat.

Menuut Ahmad Syahrizal (2006:2),
bahwa Fungsi Mahkamah Konstitusi juga
sebagai perwujrdan nilai- nilai transendcntal
dalam mcnciptakan keadilan konstitusional
(constiluliondl justice), olch sebab itu
Malkamah Konstitusi memiliki firngsi cmpat
f,ugsiutana I
I. Mclindungi sccam mcnda.sar IIAM;
2. Sebagai lorum utama guna mcngimbangi

suam mayontas;
3. Menyelesaikanperseteruanpolitik;
4. MengabsaLbkan kebijakan publik.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Dalam Pasal24C UUD 1945 mengatur

secara khusus tcntang kewenangan
Mahkamah Konstihrsi, meliputi :
l . Mahkamah Konstitus i berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan
temkhiryang putusannya bersifat final mtuk
menguji Undang-Undang tcrhadap
Undang- udang Dasar, memuhrs sengketa
kcwenangan lembaga negara yang
kewenangannyadiberikan Undang- undang
Dasar, mcmutu pembubar"an partai politilq
memutus scngketa tentang hasil pemilihan
ulnum

2. Mahkamah Konstitusi waj ib memberikan
putusan alas pcndapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengcnai dugaan pelanggaran oleh
Prcsiden dan/ atau Wakil Presiden memuut
Undang- undang Dasar.

Kewenangan MK tersebut diahn khusus
lagi dalam Pasal( l0) Undang-undan N o.24
Tahun 2001 tenlang Mahkamah Konstirusi
menyebutkan bahwa:'\4aj*amah Konstirusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bcrsifat final
untuk:
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1. mengujiundang-rmdangtethadapUndang- Pengawasan Yuridis Oleh Mahkamah
UndangDasarNegaraRepubliklndonesia Kotrstitusi
Tahun 1945; 1. Constirutio al Review

2. memuhrssengketakewenanganlembaga KewenanganMKtentanghakujisering
negamya4gkewenangarmladiberikanoleh disebut dengan konsep "CR" atau
Undang-UndangDasarNegamRepublik Constitutiotl.tl Review Dalam
IndonesiaTahun 1945; Constitutionol Review tercakup tugas

3. memutus pembubaianpartai politik; dan pokokt Pertama' m€njamin beltrmgsinya
4. memutus perselisihan tentang hasil sistemdemolaasidalamhubunganperanatau

pemilibanrunum. interylay antat cabangkekuasaan eksekutil
Selain itu dalam ketentuan Pasal 10 ayat ludikatifdan legislatifl yang dimaksud untuk

(2) Undang-undang No.24 Tahun 2003 mencegah dominasikekuasaanoleh salal satu
tentang Mabkarnah Konstitusi menyebutkan cabatgkekrnsaa4 Kedua, Untuk melindungi
bahwa Mahkamah Konstitusi wajib setiap individu warga negara dari
msmberikan putusan atas pendapat DPR perryalahguuankekuasanolehlembaganegam
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yangmerugikanhak-hakf,rndamentalmereka
diduga telah melalorkan pelanggaran hukum yang dijamin dalam konstitusi (MKRI,
berupapengkhianatanterhadapnegara, 2003:5).
korupsi, penyrapan, tindak pidana berat Berkaitan dengan fungsi pengawasan
lairuly4 atau pe$uatan tercela, darlatau tidak yuridis yang melekat dalam kelembagaan
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ Mahkamah Konstitusi, bahwa fungsi
atau Wakil Prcsiden sebagaimana dimakud pengawasan dilakukan untuk perlindungan
dalam Undang-Undang Dasar Negara hukum warga negara yang hak-hak
RepubliklndonesiaTahunlg45. konstitusionalnyadiaturdalamkonstitusi.

Ketentuan di atas berupa:pengt hianatan Sehinggajika adanya Undang-undang yang
terhadap negam adalahtindakpidana tertradap melanggarhak konstinrsional tercebut, naka
keamanan negara sebagaimanadiaturdalam MalkamahKoNtitusi akanmembatalkanrya.
undang-undang, korupsi dan penluapan Hak konstitusional adalah hak yang diatw
adalah tindakpidanakorupsi ataupenlarapao dalam Undang- Undang Dasar 1945, lebih
sebagaimana diatur dalam undang-undang, lanjut menurut Mahkamah Konstitusi RI
tindak pidana bemt laimya adalah titrdak pengetian dan batasan tentang kerugian
pidana yang diancam dengan pidana penjara konstitusional yang timbul karena berlakunya
5 (lima) tahun atau lebih, perbuatan tercela suatuundang- rmdang m{-nurut Pasal 5l ayat
adalah perbuatan yang dapatmercndahkan (l) Undang-Utrdang No.24 Tahttn 2003
rnartabat Presiden dar/atau Wakil Presiden, t€ntangMahkamahKonstitttsi hanumemenuhi
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden lima syaraq
dan/atau Wakil Presiden adalah syarat a. Adanya hak konstitusional parapemohon
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 yang diberikan oleh LLrD I945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik b. Bahwa hak konstitusional para pemohon
IndonesiaTahun 1945. tenebut dianggap olehpampemohon telah

KewenanganteNebutmempakanbentuk dirugikalolehsuaturmdang-undangyang
kewenangan original ftewenangan asli) yang diuji.
diberikan konstitusi, sebab Mahkamah c. Bahwa kerugian konstitusional para
Konstitusi dalam perjalannya memiliki pemohonyangdimaksudbersifatspesifik
kewenangan tarnbahandalam menyelesaikan (khusus) dan aktual atau setidaknyabersifat
s€ngketaPemilihanumurnKepalaDaemhdan potensial yang menuut penalaran yang
Wakil Kepala Daerah @emilukada). wajar dapat dipastikan akan terjadi.
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d. Adanyahubungan sebab akibat fcaasal
Verband) anatar kenlgian dan berlakunya
undang- undang yang dimohonkan untuk
diuji

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan
dikabulkamya permohonan maka kerugan
konstitusional yang didalilkan tidak akan
atau tidak lagi ted adi.

Pengawasan ltridis ini dilalcukan oleh
Mahkatnah Konstitusi dengan menilai apakah
undang-undang isinya sesuai dan hentangan
dengafl konstitusi, serta apakah kekuasaan
tertentr (verodende macht) berhak
mengeluarkan suatu perafumn tertentu pula
(Siti Fatimah, 2005:18), artinya bahwa
kewenangan pengawasan yridis Mahkamah
konstitusi dalam Constitutional Review
adalah untuk mengawasi agar lembaga yang
memiliki kcwenangan dalam pembuatan
undang$dang dituntut agar lebih hati-hati dan
memperhatikan substansi undang-undang,
sehingga undang-undang yang dibuat tidak
bertentangan dengan konstitusi, dapat
dipertanggungjawabkan dihadapan
masyamkat Indonesia dan tidak merugikal
hak konstitusional masyarakat.

Inti dari pengawasan ini adalah agar
penyelenggaman tregara, terutama dalam
pembuatan undang-undang agar sesuai dengan
substansr  kons t i lus i .  Sc la in  i lu .  fUngs i
pengawasan ini bertujuan agar dapat
menciptakan sistem herarki norma hukum yang
dianut oleh sistem peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Heirarki pe.aturan
perundang-undangan di atas bertujuan
mencnnrkan deraiatnya masing-masing dengan
konsekucnsi j ika ada peraturan yang
bertentangan maka yang dinyaiakan berlaku
ada lah  yang dcra ja tnya  Icb ih  t ingg i .
Pengawasan ytrridis dalam Cons titutiondl
Revier ini erat kaitannya dengan berlakunya
asas lex superioti derogate legi inferiorl
(hukurn yang derajatnya lebih tinggi
mengesampingkan hukum yang dcrajatnya
lebih rendah) (Bagjr Manan, 2003:206).
Dalam konteks ini sering dimaknai sebagai
pdnsip atau asas konstitusionalitas undang

ljndang (constitu|iona|iry,^ oJ law), dimana
konseL-uensirrya harus ada rnekanisme yang
dapat menj amin bahwa undang-undang yang
dibuat oleh pembentuk undang-undang itu
tidak bertentangan dengan undang-undang
dasar. Inilah cikal bakal lahirnya praktik
k€tatanegaraan sebagai pcngujian undang-
undang terhadap urdang-undang dasar atau
konstitusi dan berlaku ke bawahnyaQudicial
revtew).

2. Pengawasan Lembaga Negara
Menurut Padmo Wahjono, lembaga-

lembaga negam yang ada dalam suatu negam
dikenal dcngan "alat pcrlengkapan ncgara"
(Die slaatotEane). Alat pcrlengkapan ncgara
itu didefenisikan sebagai alat perlengkapan
negara yang menentukan ataupun menbentrk
kchendak ataupun kcmatwt negara (s t a a tw i I I )
serta ditugaskan olch UUD untuk
melaksanakannya (Abdul Rasyid Thalib,
2006:49), lembaga negara di Indonesra
semakin bertambah jumlahnya, sehingga
dimungkinkan tgrjadi perselisihan antar
lembaga negara. Dalam sejarah
ketataflegaraan lndonesia sebelum adanya
perubahan ketiga UUD 1945, bclum adanya
m€kanisme penyelesaian sengketa lcrnbaga
negam, baru setclah amandcmen ketiga
dialopsi lembagl negara yang memfiunyxi
wewcnang menyclesaikan sengketa tersebut

Secam defenitif yang dimalsud scngketa
lembaga ncgara adalah pcrbedaan pendapat
yang disertai perscngketaan dan klaim antar
lembaganegara yang satu dengan lembaga
negara lainnya mengenai kewenangan yang
dimiliki masing masing lcmbaga negara
tenebut (JimlyAsshiddiqic, 2005 :4), dimana
yang menjadi objek pcrscngketaan adalah
kewenangan kons t i tus iona l  da lam
pelaksanaanya yang terangkum dalam
yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Alasan
lembaga ncgala berscngketa: Parldnd,
Dalam sistem kclalanegJraan ysng diadopsi
o leh  UUD 1945 pasca anandcmen,
mekanisme hubungan lembaga ncgara bersifat
horizontal tidak lagi bcrsifat vertil(al.
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UUD 1945 sebelum amandomen
kedaulatan ralqat m€njeLna ditubuh MPR
sehingga MPR disebut sebagai lembaga
tertinggi negan, namun sesudah arnandemen
MPR bukan lagi lembaga tertinggi negar namun
haiyajoirll session antar DPR dan DPD dan
kedudukannya dalam sistem keiatanegaran
Indonesia secara konstitusional sedemjat
dengan lembaga negara yang lain, seperti:
Presiden, DPR, DPD, MK, MA, danBPK.

Kedua, adanyamekarisme checks and
bdlances system difirar,:a lembaga negara yang
ada selain sedemjat tetapi salirg mengimbang
&n mengawasi satu sama lain sehingga
dimungkinkan dalam melaksanakan
kewenangaff lya terdapat perselisihan dalam
menafsirkan arnanat UUD (Jin yAsshiddiqie,
2005:4). Dalam pengertian sengketa
kewenangan konstitusional tersebut ada dua
unsur yang harus terpenuhi: adanya
kewenangan konstitusional yang ditentukan
dalam UUD 1945 dan timbulnya sengketa
dalam pelaksanaankewenangan konstiu$ioanl
tersebut sebagai akibat p€rbedaan penafsiran
di antara dua atau lebih lembaga negara yang
terkait. Kewenalgan pengawasan yuridis rru
berdasarkan konsep ciecfr.s and balances
system, checks and balances system
merupakarr " at an g em en t of g ove m m e h t a I
power where by poteer of govemfieklal
branch checlrs or balances those of othet
Drancles ", sebuah prinsip saling mengawasi
dao mengimbangi antar lernbaga negam.

Dalam hal ini, bukan berarti Mahkamah
Konstinrsi merupakan lembaga negara yang
morgawasi lembaga negara yang lainnya tetapi
pengawasan yuridis ini lebih kepada
penyelesaian sengketa dan ageLr tercipta
pelaksanaan checks and balances syslem
secara baik dan konstitusional.

3. PengawasanDemokrasi
a. Pembubaran Partai Politik

Panai politiL merupakan pilar dari
demokrasi, dalam arti bahwa dalam
sistuasi negara lNkum modsm ini t€ntunya
keberadaan partai politik merupakan salah

satu pihak yang dapat mendukung
te$elenggalannya negara hukum yang
demokratis dan negara demokasi yallg
berdasarkal atas hukum, hal ini
disebabkan peranan yang besar dari Panai
Politik dalarn sistem demokmsi Indonesb
artinya sampai saat ini Partai Politik masih
memiliki legitimasi dalam mewujudkan
cita-cita bargsa Indonesia.

Partai Politik merupakan organisasi
politik yang dibentuk oleh sekelompok
warga rcgara Republik lndonesia secara
sukarela atas dasar persamaan kehendak
dan cita-cita untuk mempeduaogkan
kepentingan anggotA masyarakat, bangsa"
dan negara melalui pernilhanumrrn. Partai
politik juga dapat diartikan sebagai
asosiasi warga negara dan karena itu
berstatus badan htkrum (rechts
persooon), akan tetapi sebagai badan
hukum partai polit ik t idak dapat
beranggotakan badan hukum yang lain,
yang hanya dapat menajdi anggota badan
hukurn partai politik adalah peN€orangan
warga negara sebagai natuurlijke
persores f imlyAssiddiqie, 2005:69).

Fungsi Partai politik yang tidak lepas
dari kerangka mewujudkan negara hukum
yang demokatis dan negara demokasi
yang berdasarkan atas hul-um, hal ini
dilatar belakangi bahwa setiap unsur
penyelenggaraan negara tidak terlepas
dari peran paftai politik, misalnya saja
dalam pembuatal peraturan perundang-
undangan, dirnana dominasi paltai politik
se lalu mewamai beltuk dan wama dad
hukum tersebut, "hukum merupakan
produk politik".

Keberadaan Partai polit ik yang
mempunyai ideologi, visi dan misi yang
sa[gat beragam, sehingga memerlukan
pelgawasan daxi ncgara, pengawasan ini
berujmg pada pembubaran partai politit
dahulu pengawasan ini dilakukan oleh
Pemerintah (Ekscl1tif), n?unun sekarang
menjadi kewenangan pcngawasan hukum
(Mahkamah Konstitusi), rnisalnya saja
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dibubarkannya partai Masjumi dar PSI
yang pada tanggal l7 Agustus 1960
dibubarkan melalui Kepuhrsan hesiden
No 200/ 1960 dan No 201 tahun 1960
(Jimly Assiddiqie, 2005: I 8 1), dan masih
banyak lagi Panai Politik yang telah
dibubarkan sepanjang sejarah perpolitikan
Iodorcsia.

Pengawasan patai polit ik oleh
Eksel-utif cenderung menitik beratkan
pada penimbangan politik saja, bukan
hukum sehingga pemberian kewenangan
pengawasan pembubamn Partai Politik
rmtuk merciptakan sistem demokmsi I'ang
berdasarkan atas hukum dengan
melekatkanpada p€ngawasan Mahkarnah
Konstitusi sangat tepat, dalam arti bahwa
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
upaya pembubaran partai polit ik
merupakan bentuk pengawasan terhadap
kehidupan demokrasi di lndonesia, sebab
konstitusi memberikan jaminan tedndap
kemerdekaan berserikat. Pengawasan
)uridis ini dilahrkan untuk menghindari
penyalahgunaan kewenangan Pemerintah
Pusat dalam melakukan pembubaran
partai politik.

Dengan adanya sistem pelgawasan
'llridis terhadap pembubaran parai politik
maka pemerintah tidak dapat lagi semena-
mena dalam mcmutuskan pcmbubaran
partai politik. Selain itu, pengawasan
pridis pcmbubaran Panai Polirik ini
bertujuan agar Partai Politik yang hrmbuh
subur di negeri ini dalam menciptakan
sistem demokasi yang kcberadaannya
tetap berada dalam rel Ideologi Pancasila
dan Undang-undang Dasar I 945.
b. Pe.s€lisihan Hasil Pemilu

Pemilihan umum merupakan sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
NKRI yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, hrjuamya m elit1nl Petlana,
Sebagai mekanisme untuk menyeleksi
parapernleinpemerintahan danaltentatif
kebijakan umum @,/r/,c police) ; Kedua,
Sebagai mekanisme pemindahan konflik
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kepentingan (confict of interest) dai
masyarakat kepada badan- badan
perwakilan rakyat melalui wakil- wakil
yang dipil ih atau partai yang
memenangkan Pemilu sehingga integrasi
dan kesatuan masyarakat tetap terjamirr.
Ketiga, Sebagai sarana memobilisasi,
mengga-akkan aaumoggalangdukungan
rakyat lerhadap negara dan pemerinrahan
dengan jalan ikur sena dalam proses
polit ik. Sedangkan fungsinya melipuri:
Penana, sebag i sarana legitimasipolirik:
Kedua, Fungsr perwakilan rakyat,
r(etg4 Sebagai mekanisme pcnggantian
(sirkulasi) elir elit penguasa yang rnewakili
rnasyarakat (JimlyAssiddiqic, 2005).

Pentingrya keberadrn pcmi l ihln
umum bagi eksistensi sebuah negara
terscbut mengharuskan adanya
pengawawr yuridis yang tepar agar sistcm
Pemilihan umum berdasarkan pada
pcnciplaan demokrasi yang b€rdasarkan
atas  hukum dan negara  hukum
demokratis. Pengawasan yuridis
Mahkamah Konstitusi dalam memutus
perselisihantenm ghasilpemilu benujuan
agar hak konstitusional para peserta
pemi l ihan  umum le r l indung i  Jan
mengawasi agar fJcnyelenggara Ponilihan
Umum (KPLD tidak semena-mcna dalarn
memberikan keputusan tcrhadap
perolehan suara dalam pemilihao runum.

Dalam Pasal T5 UUNo.24 tahun
2003 menyebutkan bahwa permohonan
yang diajukan. permohonan \a aj ib
mengura ikan dcngan jc las  renrang
Kesalahan hasil perhitungan suara yang
diumurnknn oleh Komisi Pemilihan Unurn
dan hasil penghitungan suara yang benar
menurut pemoho4 dan Pcrmintain unfuk
membatalkar hasil perhitungan :,LL1m y.ng
diurnurnkan oleh Komisi Pemilihzlrr Umum
dan menetapkan hasil penghitungan suara
yang benar menurut pemohon.

Titik poinr dalam pengawasan
yridis ini adalah perlindungan hukum
bagi pgsorta pemilihan unurr terhadap
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perbuatan yang merugikan hak atau menuduh. Scmcntara Encyclopedia
konstitusional nya, dalam arti bahwa Britanica mcnguraikan pelgertain
MalrkamahKonstitusimenempatkansiapa impeachment sebagai "a crimninal
yang b€rhak dan siapayang tidak berhak proceeding instituted against a public
mendudnki singgasanaeksektrtif(Presiden ollicial by legislatiw body " dcngan demikian
dan wakil Presiden, se a Kepala Daerah nyata bahwa impeachnent beradi proses
dan Wakil Kepala Daerah), dan pendal:waan atas pcrtuatan menyimpang dari
singgasana legislatif (DPR, DPR dan pejabatpublic (ll4KRI, 2005:27).
DPRD. Secara substantif lembaga

impeachmenl itu mcrupakan lembaga
4. Pengawasan Keputusan Polit ik pendakwan yang berisi permintaan

Irnpeqcht terrt pertang$mgiawaban terhadap pejabatpublik
Presiden dan Wakil Presiden sebagai di tengah masa jabatannya yang apabila

pemegang kedaulatan rakyat mempunyai terbuki bersalah dapat mcnyebabkanyang
peranan yang sangat penting dalam be6angkutan dikenakan sanksi berupa
peDyelenggaraanp€merint*|arlsuah.rnegar4 pemberhentian dari jabatan dan
namun jika Presiden dan Wakil Presiden pendiskwalifikasian unmk mcnduduki semua
tenebut dalam menjalankan amanatnya jabatanpubliktertentu.
melakukan penyelewengan atau Sejatiny a i m p eac h m erl mer,rpakan
penyalahgunaan wewenang maka rakyat jnstrumen untuk mencegah terjadinya
sebagaipemegangkedaulatantertinggibe.hak penyalahgunaan kckuasan oleh pejabat,
untuk mencabut kembali amanat kedaulatan pr ]€,tz lfipeachmenl lni dipetsiapkanuntuk
yang dipegangnya, salah satunya digunakan mengingatkan Presiden dan Wakil presiden
mekanisme I mp e a c h m e n t. bahwa jabatannya sewaktu- waktu dapat

Imp e ac hment, menurut Henry terancamdibsrhentikanditsngahmasajabatan
Champbell Black dalam Black law oleh lembaga yang berwenang melakukan
Dictiohary rnc;ndefer'isikan i peachment impeachment.
seb^gai "a criminal proceeding against a Kewaiiban Mahkamah Konstitusi unnrk
public oficer before a quasy political court, memutus scadil-adilnya tcntang dakwaan DPR
instituted by a wrilten accuiation called terhadap Presidcn dan/atau Wakil Presiden
articles ofimpeachmerl' (MKRI, 2005:22). atau dengan kata lain bahwa Mahkamah
Impeachnent diartikar sebagai suatu proses Konstitusi ini scbagaijcmbatan )uddis yang
peradilan terhadap seorang pejabat publik harus ditempuh dalam proses impedchmenl.
yang dilaksanakan dihadaparl Senat disebut Jembattn:/uildis in\eachnezt Presiden danl
der,gan quasf political corl'l, suatu proses atau Wakil Presiden dalanr arti bahwa
impeachment diawali dengan a icles of Mahkarnah Konstitusimelakukanpcngawasan
impeachmenl yangberfungsi sama dcngan yuridis terhadap pcndapat politik
suratdakwaan dari suahr peradilanpidan4jadi impeuchmenl Dewan Pcrwakilan Rakyat,
artikel impeachment adalah surat resmi yang pmnata ini di Indoncsia dapat dikatakan
berisi tndulran ynag menyebabkan dimulainya sebagai comprehen.: ive.\o/l/@, berdasarkan
suatu proses impeachment. lstrlah to pengalaman pahit dalam scjarah
impeach rne xntyictoria Neufeldt dalam ketatanegaraan IndoDcsia.
Webster b New World Dictionarv bemrti " to Dalam scjamhkctatanegamulndonesia
bing (public offcial) before the prcpet pengalaman terltang impeachmentPresrden
tribunal on lhe charges ofwrong doing", dan/atauwakilPresid('n lebih mengutamakan
semerrr,araltt impeachm errl sendiri sinodm proses politjk tanpa adanya pcmbuktian secam
dengat accuse yangberarti mendakwa atau ,'ttridis.
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Mahkamah komtitusi wajib memben
putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden
dan/ atau Wakil Presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum berupa
penghianatan terhadap negara, korupsl
penluapan, tindak pidana berat laimya, atau
perbuatan tercela dan/ atau tidak lagi
memenuhi syamt sebagai Presiden dan/ atau
wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam
Undang- undang Dasar Negara Republik
Indonesia. Pemberian kewenangan
pengawasan yuridis kepada Mahkamah
KoDstitusi terkait inpeacrment Ptef,,i&n danl
atau Wakil Presiden bertujuan agar hak
konstitusional Presiden dan/atau Wakil
Presiden terlindungi dari tindakan politis, sebab
sejarah Indonesia telah mencatat
impeachment Presiden selalu dilakukan
dengan alasan politis.

Keberadaan Mahkamah Konstitusr
terkait dengan sejarah aktual yang terjadi di
Indonesia pada saat itu, yaitu pcmakzulan
(impeachtheht) Presiden Abdurrahman
Wahid dari kursi kepresidenannya oleh MPR
pada sidang Istimewa MPR Tahun 2001-
Kasus ini mengilhami tercetusnya p€mikiran
untuk mcncari jalan agar ada mekanisme
hukum yang membingkai proses
pemberhcntian Presiden dan/atau Wakil
Presiden yang tidak didasarkan atas alasan
politis semata. Untukitf discpakati keperluan
akan adanya suatu lembaga yang
berkewajiban menilai pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden) yang dapat melyebabkan Presiden
dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan
sebelum habis masa jabatannya.

Problematika pengawasan yuridis
Mahkamah Konstitusi terkait dengan
ketidakj elasan putusan Mahkarnah Konstitusi
dalam kasus impeachment. Scbab tidak
diatur secara mendetail mcngenai putusan
Mahl<amah Konstitusi ini, dan beberapa
pendapat pakar hukum tata negara pun
bertreda. Memrnrt J inr.ly Asshiddiqie. mergenai
putusan yang dijatuhkan MK, jika ol€h MK
yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah,

MPR tidak berwenang memberlrcntilan yang
benangkutan darijabatarmya" Akan tetapij ika
MK menyatakan bersalah sesuai dengan
pendapat yang benifat penuntutan oleh DPR,
MPR memutuskan unhrk memberhentikan
yang bemangkutan (Rcni Dwi Pumomowati,
2005:199- 2OO).

Menurut Todung Mulya Lubis, putusan
yang dikeluarkan oleh Mahi<amah Konstitusi
terhadap kasus impeachnent merupakan
putusan yang mengikat, Rapat Paripuma
Majelis Permusyawaratan R kyat hanya akan
mengeksekusi keputusan tenebut (Reni Dwr
Pumomowati, 2005 :201), begitujuga dengan
Paulus Effendi Lutolung menyatakan bahwa
pll'.tosen MK ( i np e ac h m e n t ) metg;kat slapa
sajadan tidak bisa dimeatahkan lagiRcni Dwi
Pumomowati, 2005:20 I ).

Somentaral Dewa Gde Atrnadja bahwa
impeachmenl menyangkut masalah
ketatalegaraan yang berhubungan dengan
aktivitas politik (political activity) maka
purusan MK tidak bersifal final. apaiagi
imp e ac bnmt dirwskatr sebagai kewajibarL
secara hipotesis dapat terjadi kontroversi
anta.ra putusa[ MK dgngan keputusan MPR
meskipun MK mcmutus membcnarkan
pendapat DPR, tapi MPR dapat berpcndapat
lain atau sidang istinrcwa itu tjdak dihadiri %
anggota MPR dan tidak disetujui olch 2/3
anggota MPR yang hadi, impeachmetlt tidak
dapat direalisasikan (l Dewa Cde.Atnradja.
dalam Juliyu Wardi (ed), 2004:173).

B. Pengawasan Yuridis Oleh Mahkamah
Agung

Pasal24 Undang-undang Dasar 1945
mengatu bahwa kckuasaan kchakiman
merupakan kekuasaan yang merdcka
untuk menyelenggarakan peradilan guna
moregakan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat
(2) nya menyebutkan bahwa kckuasaan
kehakiman dilalc*an olch sebuah Mahkanah
Agung dan badan pemdilan yang berada dl
bawahnya dalam lingkungar peradilan
umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan
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peradilan tata usaha negam, dan oleh scbuah
Mahkarnah Konstitusi. Sedangkan Pasal 24A
ayat (l) menyebutkan bahwa Mahkamah
Agung berwenang mengadil i pada
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang
-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-Lurdang. dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh

Berdasarkatr Pasal 24A L'IID 1945,
Mahkamah Agung menguji peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-
undang terhadap p€raturan perundang-
undangan yang secara heirarkis lebih tinggi,
dalam hal ini MA sebagai penafrf sah tqhadap
rmdang-undang (rlre /egitimate intetprcler of
the law andjustice) (IDewa Gede Palguna,
2008: I 7), kewenangan pengujian peranran di
bawah undang-undang terhadap Undang-
undang yang menjadi kewenangan Mal*amah
Agung merupakan salah satu bentuk
kewenangan pengawasan yuridis/ hukum.
Selain Mahkamah Agung terdapat lembaga
peradilan l4rusus yang melahrkan pengawasau
terhadap perbuatan aparatur pemerintah,
yalmi: Peradilan Administrasi atau peradilan
tata usaha negara.
1. Jadicial Review oleh Mahkamah

Agung
Kewenangan Judicial reyiew

Mahkarmh Agung mencakup uji materiil dan
formil. Uji materiil dilakukan berkenaan
dengan isinya yang dianggap bertentangan
dengan peraturan perundang-undargan yang
lebih tinggi atau terdapat kesalahan mat€rt lsr
yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lcbih tinggi.
sedangkan uji formal berkenaan dcngan
prosedumya yang dianggap melanggar atau
salah, kesalahan prosedur dan atau mekanisme
(misalnya pembuatannya tidak menurut
tingkat-tingkat pembahasan atau tidak
kuorum) (Moh.Mahtud MD, 2009:63).

Pengawasan melalui kewenangan
judicial review inimerupakan pengawasan
yuridis yang tidak berbeda jauh dengan
kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah

Pengah'$an kridis Dalan Rangka l,lewludJ.an

Konstiiusi, letak pcrbedaannya ada pada
obyek penguj ian saj a, Mahkamah Konstitusi
menguji Undang-urdang tcrhadap Undang-
undang Dasar, dalam hal ini MK scbagai
penafsir sah terhadap undang-undang dasar
atau konstitusi (/,4e /egitimale interpreter of
t h e cofi s t itLt t io t t), scnl0ntara Mahkamah
Agung menguji pemtLuan pcnudang-undangan
di bawah Undang-undang terhadap pemnuan
perundang-undangan yang secara heirarkis
lebih tinggi, dalan hal ini MA sebagai penaftir
sah terhadap undang-undang (the legitimate
interpreter oJ-the law anLljustice).

Kewcnangan pengawasan yuridis ini
bertujuan agar pembuat perdturan perundang-
undangan di bawah undang-undang, baik
Peratural Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peratuan Daerah, dan lainnya agar lebih
cennat dan tepat serta tidak mengandung cacat
konstitusional dalam pembuatan peratuan
perundang-undangan di bawah undang-
undang. Intidari pcngawasan ini adalah agar
penyelenggaraan negara, terutama dalam
pembuatan undang-undang agar sesuai dorgan
subslansi undang-undang. Sclain inr, fungsi
pengawasan ini bcrtujuan agar dapat
menciptakan sistern hirarki norma hukumlang
dianut oleh sistem peraturan pcru[dang-
undangan di Irdonesie.

2. PeradildnAdministrasi
Peradilan adlninistrasi atau

"adminstratiere rechtspraak" atan
"judicia I contro I of adm inis/ra I ire ac I ion "
sesungguhnya juga merupakan gcnus
peradilan. istilah pcradilan tata usaha negan
lrau pcradilan ddrnir, lstrasi ncgara hampir
sclaiu dikaitkan dc:ngirn administrdtive
rec htsprcak, dalan \.-cp usta kaan rancangan
undang-undang diu: pcrrLndang undan3an
mempergunakar bcrbagiri isti lah untuk
pengertian ini antarn Iain: pcradilan
adminishlsi, pemdilan adfi inistratif, pcradilan
administrasi ncgara, pcradilan tata usaha,
pemdilan tala usaha ncgara, peradihn tata
usaha pemcrintahan (lrfan Fachruddin,
20M.209).
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Peradilan administrasi adalah suaru
peradilan yang neuyelesaikan perselisihan/
sengketa yang terjadi antam pihak-pihak yang
salah satu adalah aparat pemerintah dan warga
masayarakat dipihak lain, atau altam sesama
aparat pemerintah mengenai perbuatar/
tindakandalamrangka melalGanakantugasnya
dimam para pihak (terhadap siapa perbuatan
itu ditujukan) tidak menerimanya dengan
alasan tindakan itu tidak sah atau dengan alasan
lain, permasalahan temebut timbul karena
masalah kompetensi atau }'rrlisdiksi yang
terjadi antara sesama apamt pemedntah
disebvt sektea/ inten sedangkan sengketa
ekstern adalah sengketa./ perselisihan yang
terjadi antam apamt pemerintah dan warga
masyarakat (Lutfi Effendi, 20M:95).

Dalam kajian Hukwn Tata Pemerintalurl
tuJuao pembentukan peradilan administrast
adalah: memberikan perlindungan terhadap
hak-hak ralfat yang benumber dari hak- hak
individu dan memberikan perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat yang
didasarkan pada kepentingan bersama dari
individr yang hidp dalam masyarakatteneht
(W. Irawan 'Ijandra, 1996:l). Sedangkan
menurut Sjahran Basah ( I 997: 1 54) bahwa
tujuan pcmbenrukan pcradilan adminislrasi
adalrh LrntLrkmernberikan pcngayornanhukurn
dan kepastian hukunl baik bagi m[1at nraupun
bagi administasi negara dalarn arti tedaganya
kcseimbangan kepentingan masyarakat
dcngan kepcntingan individu, untuk
administrasi negara akan terjaga ketertibarl
ketentraman, dan keamanan dalam
pelakselaat htgas-tugasiryddemi tenauju&ry?
pemerintahan bersih dan berwibawa dalarn
kaitan negam hul-um Pancasila.

Dalam pandangan SF. Marbun
menyebutkan bah\a'a tujuan pembentukan
peradilan administrasi terbagi dalam dua
benttk: preventif dan represif, secata
p reve h t if !n.El/( merlcegah tindakan-tindakan
badar/ pejabat administrasi yang melawan
hukurn dan merugikan rakyat, sedalgkan
secan r ep r e s if ditrltjl(an terhadap tindakan-
tindakan badan / pcradilan administrasi yang
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mclawan hukwn dan m€rugikan rakyat, perlu
dalr hants dtatuhi sanksi, selain itu dinunuskan
untuk mernberikan perlindungan bagi warga
atas tindakan badad pejabat administrasi yang
meiawan hukur4 merugikan dan memberikan
perlindungan hukurn bagi badar/ pejabat
administrasi sendiri yang bertindak b€nar
sesuai dengan hukum serta melakukan
pengawasan (kontrol) terhadap tindakan-
tindakan badan/ pejabat administrasi, baik
secala preventif ma'uplun represif
(SF.Marbun, 1997:21).

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara
Sebagai penyclcnggara pengawasan

yudisial te.hadap pemcrintah, pcradilan
administrasi berfiugsi mencgakkan prinsip
negara dan mempertahankan hulaun materiil.
Mcnurut Phil ipus M.Hadjon (1997:184)
bahwaj ika dikaitkan dcngan asas kesemsian
hubungan antaia pemcrintah dan rakyat yang
bertumpu atas asas kerukunan diketengahkan
tiga fungsi utarna pemdilan adminisb.asi, yaitu:
fungsl penas€hahrl fnlgsi perujukan dan fiDgsi
peradilan. Dalam hal fungsi tersebut. firngsi
peradilarl tidak ditempatkan urutan yang
pertama tapi pada urutan yang tcrak}|ir.
dcngan pengertian bahwa fungsi tcrsebut
mcrupakan sarana tct tkl\ir ( u I t imu m
rcnedium) filr,gsioelred,ilan ini mulai bcdalan
untuk menyelesaikan sengkcta jika fungsi
penasehatan dan fungsi pcrujukan tidak
mampu lagi untuk dijadikan solusr
pcnyelcsaian.
l. Fungsi Penasehatan

Fungsi penasehlrran mcrupakan irngsi
peradilan admil1istrasi negara, yang
mengusahakan agar scd ik it rnurgkin dapat
terjadi scngketa antara rakyat dan
pemeriotah, menyangkut t indakan
pemcrintah yang bcrupa kcputusan tata
usaha negara yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan bertentangan dengan Asas-
asas umum pemerintahan yang baik
(Phil ipus M.Hadjon. l9e7:l2qt. Fungsi
pcnasehakn peradilan ini rida.k n rcr rcampu ri
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yang sifatoya psbuatan materiil.
2. Fungsi Perujukan

(doel a|igheidstoetsing); dEri segi waktu,
apakalr pengujian "at lunc" at^)kah "et
ranc ", disamping itu sehubrmgan dengan
kewenangan mengadili dan memutus
perkara, apakah isi dari pada putusan
peradilan administrasi tenebul

Negara (peradilan adminisu'asi) menyebutkan
bahwa sengketa tata usaha negara adalah

usan kebebasan bertindakbadar/ pejabat
adminsitrasi (fi'eies ermessen), karena
fungsi penasehatan memberikan solusi
langkah-langkah preventif untuk mencegah
terjadinya sengketa, langkah itu ditempnh
dengan cara melalui nasehat-nasehat yang
diberikan kepada pemerintah baik diminta
maupuntidakdiminta,sebehunpernerinah Subyek dan Obyek Sengketa
melakukan suatu tindakan oemerintahan Pasat I angka 4) Undang-Undang No.5
baikymgsifatryapertruaranhrkwnmaupun Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Penyelesaian sengkgta administrasi sengketayang timbul dalam bidang tata usaha
secara damaiadalah cara pating ideal sesuai negiua antam orang atau badan hukum perdata
dengan asas keserasian hubungan dengan badan atau pejabat tata usaha negara,
pemerintah dengan rakyat dengan tidak baikdi pusat maupun di daerah sebagai akibat
meninggalkan dan menyimpangi prirsip- di keluarkarmya keputusan tata usaha negai4
prinsip dan ahuan hukum yang berlaku, termasuk scngketa kepegawaian berdasarkan
secara sederhana hukum acara terdiri atas peratuan pcrunda[g-undanganyang berlaku.
tiga tahap sebelum eksekusi, yaitu: Pedggugat, adalah s€seomng atau badan
masulalya suratgugatan atar.l surat banding hukum perdata yang memsa kspentingannya
(beroepschrift), pcnelitian atau dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha
pemeriksaan berkas (onderzoek), dan negam. Seseora:ng ataubadan hukum perdata
pefiidangajj (openbare behandeling) yafrg tcrsebut dapat mengajukan tuntutan agar
berakhir dengan adanya putusan keputusan tata usaha negara yatrg
( itsprdak). (Philipus M.Hadjon disengk€takan tersebut dinyataka[ batal atau
(1997:190). Fungsi perujukan tersebut tidak sati, de[gan atau disertai tuntutan ganti
muncul pada tahap penelitian dan rugidan ataurehabilitasi. SedangkarTeryugat
pemeriksaan berkas, pada saat ini hakim adalah badan atau pejabat tata usaha negara
Peradilan Tata Usaha Negara sccara aktif yang mengeluarkan keputusan berdasarkan
mencari dan mencmukan hukum wgwenang yang ada padanya atau yang
menyangkJt sengketa dan mcnyamnl<an dilimpahkan kepadanya, yang dimaksud
para pihak urtuk bemrusyawamh dcngan dengan badan atau pejabat tata usaha negara
memperhatikan ketentuan hukum yang bukanlah orangnya melainkan jabatannya
berlaku @hilipus M.Hadjon, 1997:190). (Lintong Oloan Siahaan,2005:180), dimana

3. Fungsi Peradilan pcjabat yang sudah pensiun. t idak dapal
Pennasalahanlangmenyangh,tf,mgsi digugat sccara pribadi di pcradilan

peradilan dapat dilihat dariberbagai aspek: aadministrasi karena keputusan yang
dari aspek sifat perkaranya, permasalahan dikcluarkan pada waktu mcreka masih
yang munc'ul meryangkut apakah peradilan mcnjabat, maka )'ang digugat itu adalah
hanya menegakan norma hukum (no,n pejabat yang baru, kafena yang digugat itu
execution) atal :nga berfungsi sebagai adalahjabatamyabukanorangnya.
penetapan kebijakan @olicy naking). Berdasarkan Pasal I angka (3) Undang-
Dari segi dasar pengrrjian (toetsing), Undang No. 5 Tahun 1986 keputusan tata
permasalahan yang muncul: apakah usaha negara didefinisikan sebagai: "suatu
pengujian keabsahan (rechtnatigheids penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
loetsing) al kahperrgjqjian ketepatguaan badan atau pejabat tata usaha negam ya[g
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berdasa*an peraturan perundang- wdangan
yang berlaku, yang bersifat konkit, individual,
dan final yag menimbdkan ahbat huLllm bagi
seseorang atau badan hukum perdata".
Sedangkan Pasal 2 Undang-undang No.9
Tahun 2004 Tentang Perubahan AEs Undang-
rmdang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa
keputusan yang tidak termasuk dalam
pengenian Keputusan Tata Usaha Negara.
nrliFli:
1 Keputusan Tata Usaha Negara yang

merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang

merupakan pengaturan yang bersifat
wntrIu

3. Keputusan Tata UsahaNegara yang masih
memerlukan penetujuan;

4. Keputusan Tata Usaha Ncgara yang
dikeluarkan berdasarkan kctentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana atau peraturan perundang-
udangan lain yang be$ifat hul:um pidana

5. KeputusaD Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan atas dasar hasil pemerikaan
badan peradilan berdasarkan ketentuan
peratumn pcrundang-undangan yang
berlaku

6. Keputusan Tata Usaha Negam mengenar
tata usaha Tcntara Nasional lndonesia;

7. Keputusan Komisi Pemitihan Umum baik
di pusat maupun di daerah mengenai hasil
pernilihanumum.

Putusan Peradilan Administrasi
Lembaga pengawasan yuridis oleh

peiadilan tata usaha negara dapat memuhrskan
keabsahan keputusan tata usaha negara yang
diuji setelah melakukan penilaian dan
pembuktian, adapun putusan lembaga
pengawasa[ ]uddis ini adalah:
1. Gugatan gugur, putusan hakim tala usaha

negara dapat berisi gugatan gugu karena
penggugat atau kuasa hukumnya tidak
hadir dipenidangan hari, tanggal danjam
yang telah ditentukan. baik pada hari

tarygal danjarn yang telah ditentukan, baik
pada hari sidang pertama dan kedua
secara berturut-turut tanDa adanva suatu
alasan yang dapat
dipertanggung,awabkan, sedangkan
penggugat setiap kali dipanggil dengan
patut. Terhadap gugatan yang dinyatakan
gugur tersebut, penggugat atau kuasa
hukumnyamasih diberikan kesempatan
unnrk memasukan gugatan sckali lagi
dengan membayar uang muka biaya
perkara dan diberikan nomor register
yang baru.

2. Gugatan tidak diterima, suatu gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima terj'adi
karena: keputusan yang digugat tidak
termasul pengerlian keputusan tlta usaha
negafa menuut bukum psitifalau karcna
keputusan tata usaha negara tcrsebut
dikeluarka.n dalam wakru perang. keadaan
bahaya. keadaan bcncana alam. kcadaan
luarbiasa atau keadaan mendcsak untuk
kepen l ingan umum.  sebaga imana
dirnn*ar pemo.ran pemndang-undangan
yaDg berlaku arau karena syaral-syamt
gugatan tidak berdasar.

3. Gugatan ditolak, suatu gugatan dinyatakan
ditolak berarti keputusan badan/pcjabat
tata usaha negara dikuatkan atau
tlibcnarkan. sehingga gugal-an t idik dapat
diajukan kembali.

4. Gugatan dikabulkan, suatu gugatan
dikabulkan dapat berarti hakim Pemdilan
Tata Usaha Negara mcnetapkan:

a). Mcncabul Leputuian badar/ pcjabat
tata usaha negard yang disengketakan dan
rnenelapkan agar tcrgugat mchksanakan
kewajibanny4

b). Mencilbul kepurusrn badun pcjabal
laE usaha negam yang d isengk.tLan dan
menerbitkan kcputusan tata usoha negara
yang baru: dan
c). Mcncrbi*an keputusan tata usaha
negara;

d).Membayar ganti rugi; dan
e). Melakukar rehabilitasi dalam sengketa
kepegawaian.
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Problematika Penga*'asan Yuridis
Peradilan Tata Usaha Negara

Problematika pengawasan yuridis oleh
peradilan administrasi dalam rangka
mewujudkan sistem pemerintahan yang baik
adalah terletak pada kekuatan ekskutorial
putusanperadilan adminishasi, keampuhan
putusan banyak dipertanyakan orang, huf,.um
acara pengadilan administrasi tidak mengenal
adanya uang paksa apabila putusan tidak
dilakanakan secam sukatela oleh psmerintah.
Menuiut Yos Johan Utama mengemukakan
bahwa terdapat kekuraflgnampuan subsistem
putusan dan pelaksanaan putusan peradilan
tata usaha negam, adanya beberapa faktor
yang menjadi penyebab kegagalan fungsi
peradilan adminishasi dalam mewujudkan
sistem pemerintaahan yang baik, yaitu: tidak
ada instrumen pemaksa yang efektif,
menyebabkan timbulnya ketidakpastian
pelaksanaan putusan; dab ketiadaan
pengaturan dalarn sisiem pelaksaiaan putusan
p€rddilan tata usaha negara yang memberikan
penyelesaian, apabila terjadi perubahan
kondisi hukum setelah putusan dijatuhkan.

III PENUTUP
Kesimpulan
l. Pengawasan yuridis oleh peradilar tata

negara (Mahkamah Konstitusi) rnenrpakan
bentuk  pcngawasan yur id is  un luk
melindungi hak konstitusional rakyat
lndonesia yang tenuang dalam konsirusi,
pengawasan hukum terhadap proses
demol<rasi baik pusat (pernilu Presiden dan
Wapres, pemilu Lcgislatio maupun lokal
(pemilukada), pcngawasan hukum
teftadap peEelisihan lembaga negara yang
kewenangamya tenuangdalam konstirusi
dalam kcrangka checl<s and balances
system, serta pengawasan terhadap
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
dalarlr ptoses impeachnen, Presiden dan
Wakil Presiden. Dengan melekatnya
fungsi pengawasan yuridis oleh Mahkamah
Konslihrsi memberikan pelMng bagi

terciptanya tatanan penyelenggaraan
negara yang berdasarkan konstituti sena
hrmbuhnya kesadaran konstitusi lembaga
negara-

2. Pengawasan )uridis Mahkamah Agung
terkait pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-undang
terhadap peranuan perundang-undangan
yang secara heirarkis lebih tinggi, dalam hal
ini MA sebagai penafsir sah terhadap
undang-undang (/re /€gr tinate interpreter
of the law and justice). Pengawasan
)'uridis PeradilanAdminishasi morupakan
lembaga pengawasan yuridis yang
mempunyai kewenangan menilai dan
membatalkan keputusan tata usaha negara
yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan asas-asasumun
pemenntahan yang baik. Namun dalam
prakteknya terdapat bcberapa
problematika berkaitan dengan eksekusi
puhisan yang sermg nandul.

Saran
l. Bagi peradilan tata negara: adanya

pengaturan lebih lanjur mengenai irplikasi
putusan yang mengikat dalam pengawasan
,uridis lembaga politik dalam kasus politis
"impeachnent".

2. Bagi pcradilan administrasi: adanya
pengaturan pihak-pihak yang tidak
melaksanakan putusan pengadilan dapat
dikenakan pasal contempt of court
(Pasal-pasal Pcnghinaan terhadap
l-€mbaga Pemdilan)
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